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5. PENUTUP 
Dalam proses pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang menjadi hal penting 

agar pengembangan wilayah tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 

tata wilayah serta dapat mempercepat proses pembangunan perekonomian nasional. 

Perencanaan tata ruang ini kemudian erat kaitannya dengan pembangunan wilayah 

sesuai dengan potensi ekonomi yan dimiliki wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

pemerintah membentuk suatu kawasan khusus yang menjadi priorotas pembangunan 

perekonomian agar dapat berjalan secara optimal. Salah satu sektor ekonomi yang 

masuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah sektor pariwisata.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sektor pariwisata di empat 

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berdasarkan sektor unggulan atau sektor non-

unggulan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat potensi perubahan klasifikasi 

sektor pariwisata pada kawasan tersebut di masa mendatang dari sektor unggulan 

menjadi sektor non-unggulan ataupun sebaliknya. Penelitian ini diharapkan bisa 

memberi manfaat berupa informasi mengenai klasifikasi sektor pariwisata di empat 

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Indonesia serta perbandingan antara penetapan 
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Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan sektor unggulan dan penetatapan Kawasan 

Ekonomi Khusus berdasarkan keputusan pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dengan alat analisis Location Quotient dan Dynamic Location Quotient. 

Secara matematis, alat analisis ini akan membandingkan nilai aktivitas perekonomian 

suatu sektor di wilayah studi dengan wilayah referensinya. Hal ini menyebabkan alat 

analisis ini umum digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang dimiliki 

suatu wilayah. Sektor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sektor pariwisata di 

empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nilai aktivitas perekonomian sektor 

pariwisata didapatkan dari penggabungan nilai PDRB subsektor lapangan usaha 

penyediaan akomodasi dan makan-minum dan lapangan usaha jasa lainnya. 

Hasil analisis Location Quotient menunjukkan bahwa sektor pariwisata di KEK 

Mandalika dan KEK Morotai merupakan sektor non-unggulan. Sedangkan sektor 

pariwisata di KEK Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Lesung merupakan sektor 

unggulan. Berdasarkan hasil analisis Dynamic Location Quotient diketahui bahwa 

nilai DLQ dari masing-masing kawasan berada dibawah angka satu. Hal ini 

mengindikasikan bahwa, sektor pariwisata di KEK Mandalika dan KEK Morotai 

tidak berpotensi menjadi sektor unggulan di masa mendatang. Sedangkan sektor 

pariwisata di KEK Tanjung Kelayang dan KEK Tanjung Lesung berpotensi 

mengalami perubahan menjadi sektor non-unggulan di masa mendatang. 

Pada umumnya, keempat kawasan yang dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi 

Khusus Pariwisata dikenal sebagai kawasan yang memiliki daya tarik wisata cukup 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari keindahan alam yang dimiliki masing-masing 

kawasan. Namun berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kawasan Mandalika dan 

kawasan Morotai tidak unggul dalam sektor pariwisata. Perbedaan ini bisa terjadi 

karena karena beberapa faktor seperti ketersediaan infrastruktur, sarana dan 

prasarana pariwisata, akses menuju kawasan serta kawasan wisata lain yang secara 

geografis berdekatan dan memiliki daya tarik lebih besar. Hal ini mungkin saja 

menyebabkan sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika dan 

Morotai tidak tercapai. 

Sektor unggulan sendiri pada dasarnya bersifat dinamis sehingga bisa saja berubah 

setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis Dynamic location Quotient dapat dilihat 

bahwa nilai DLQ sektor pariwisata di setiap kawasan mendekati angka 1 (satu). Hal 
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ini bisa menjadi indikasi bahwa sektor pariwisata di setiap kawasan masih bisa 

diharapkan untuk menjadi sektor unggulan dimasa mendatang. Perubahan sektor 

non-unggulan menjadi sektor unggulan dapat dirangsang oleh pembangunan 

infrastruktur-infrastruktur pendukung yang pada saat ini terus berlangsung di tiap 

kawasan. Selain itu, pada dasarnya empat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata ini 

memiliki endowment factor berupa kekayaan sumber daya alam. Faktor-faktor ini 

mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memilih kawasan yang 

tepat untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.  

Secara garis besar hasil penelitian ini tidak sejalan dengan keputusan pemerintah 

dalam hal penetapan empat KEK Pariwisata. Khususnya untuk kawasan Mandalika 

dan Morotai yang tidak unggul dalam sektor pariwisata berdasarkan analisis LQ dan 

DLQ. Sedangkan untuk kawasan Tanjung Kelayang dan Tanjung Lesung 

berdasarkan hasil analisis DLQ, sektor pariwisata di kawasan ini berpotensi 

mengalami kemunduran. Dapat dikatakan bahwa dalam penentuan empat kawasan 

ini, pemerintah tidak mempertimbangkan analisis LQ dan DLQ. Kemungkinan lain 

adalah terdapat pertimbangan khusus oleh pemerintah dalam penetapan empat 

kawasan ini yang sulit diestimasi secara ekonomi, seperti aspek politik. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan yang secara langsung dirasakan 

penulis. Kekurangan pertama merupakan penentuan nilai PDRB sektor pariwisata di 

objek penelitian. Penulis tidak menemukan nilai PDRB sektoral yang secara 

langsung mewakili nilai PDRB sektor pariwisata di kawasan. Untuk itu penulis 

menggabungkan dua subsektor yang dianggap paling mewakili nilai aktivitas 

ekonomi sektor pariwisata di kawasan. Hal ini bisa saja menyebabkan tidak semua 

nilai aktivitas ekonomi di kawasan masuk ke dalam analisis. Kekurangan kedua 

adalah rentang waktu yang digunakan dalam penelitian. Kawasan Ekonomi Khusus 

merupakan proyek jangka panjang yang dijalankan oleh pemerintah dan baru 

beberapa tahun berjalan. Sehingga masih terlalu dini untuk menilai tercapai atau 

tidaknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam pengembangan dan pembangunan 

ekonomi wilayah. 

Untuk menyempurnakan kekurangan penelitian ini, penulis memberi saran sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan data yang mencakup semua nilai ekonomi yang dihasilkan oleh 

sektor pariwisata dalam kawasan yang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan 
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sebelumnya, penelitian ini menggunakan data hasil penjumlahan PDRB 

subsektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum serta 

lapangan usaha jasa lainnya untuk mewakili nilai PDRB sektor pariwisata. Hasil 

penelitian mungkin akan lebih baik jika data yang digunakan adalah data PDRB 

sektor pariwisata.  

2. Menggunakan rentang waktu penelitian ketika seluruh Kawasan Ekonomi 

Khusus Pariwisata telah selesai dibangun dan beroperasi dengan sepenuhnya. Hal 

ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran pembentukan Kawasan 

Ekonomi Khusus Pariwisata dapat menyebabkan sektor pariwisata di kawasan 

menjadi sektor unggulan.  

3. Analisis LQ dan DLQ yang digunakan dalam penelitian ini belum 

memperhitungkan seluruh aspek yang mempengaruhi maju atau tidaknya sektor 

pariwisata dalam sebuah kawasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah bagaimana memasukkan aspek 3A (Atraksi, 

Aksesibilitas dan Amenitas) dan aspek 3G (Grade Batam, Grade Jakarta dan 

Grade Bali) ke dalam analisis. 
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